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MenSinSal

L1

bahwa dalam rangka percepatan pelakunaan p(gram,program
prioritas vanS telah ditelapkan oleh presrJ.n. pcrlu
menyelenggarakan Rapal KerJa presiden Republik Indonesia
dengan para gubernur $e-lndonesia;

bahwa untuk menyiapkan dan mcnyelenggarakan Rapat Kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tinr Keria
Pehyelenggaran Rapat Kerja presidcn den3an para Cubernur se-
Indonesial

bahwa pejabat dan pegawai yan3 namanya tercanturh dalam
lanlpiran Keputusan ini dianggap manlpu dan memehuhi
persyaratan untuk duduk dan melaklanakan tutr.s sebagai anggota
Tim Kerja Penyelenggaran Rapat Xerja prcsidcn dengan para
Gubeffur se-lndoncsia;

Undaflg-tlndanS Nortlor. 47 lahun ZOO9 tentallg Anggaran
Pendapatan dan Belanja 

^-etara 
Tahun An:€arah zOlO (Lembaran

Ncgara Republik Indoncsia Tahun ZOO9 Nor or l56. Tambah4n
Lembaran Ncsar.a Rcpublik Itldonesia Nomor SOTS)l

Keputusan Presidcn Nolnor 42 ldl[ot 2OO2 tcntaqi pelaksanaan
An&lar.an Pcndapatan darr ltelai\ja N(Xara (Lehlbam Negara
Rcpublik lrrdorresia Tahun 2002 Nomor ZlJ. lhnlbahan Lembaran
NeSara Repulrik lndonesia Nonror 4212) scbagaimana telah
beberapa kali diubalr, terakhir.dcngxn Keplrtusarl presiden Nomor
72 Tahuh 2004(l. rbaran Ncgar.a Repul)lik l donesia Tahun 2OO4
Nomor 92, Tantbah4n Lenlbatnn Ncgara Rcpuirlik Indonesia
Nomor 4418);
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencana-ar PembanSunan NaJionali

Peraturan Prcsiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan OrSanisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Negara Perenaahaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badafl Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman pefllmsunan

Rencana Anggaran d,an Blaya (RAB) Kegiatan di Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaah
PenlbahSunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengafl PeratLrran Mente Negara perencaflaan

Pembarguhan Nasional/Kepala Bada[ Perencanaan Pembangunar
Nasioral Nomor PER.003,/M.PPN/09/2008;

Peratlj.Ian Menteri Negara Perercanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Peftbangunan Nasional
Nomor PER. 005 /M.PPN,/ 10/2007 tentang Or8anisasi dan Ta:t^
Kerja Kementerian Negara Perencanaafl Pembangunan
Nasional/Bad.an Perencan,um Pembangurlan Nasional;

MIMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MXNTERI PERINCANAAN PEMBANGT]NAN
NASION L/KEPAI-A. tsADAN Pf,RENCANAAN PEMBANGIJNAN
NASIONAL TENI ANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PINI'ELENGGARAAN
RAPAT KIRJA PRXSIDEN DENG N PARA GUBERNTJR SE-INDONESIA.

Membentuk Tim Kerja Penyelengsalaan Rapal Keda Pr€siden dengan
Para Gubemur; selanjutnya disebut Tim Penyeleng3aran Raker, dengan
susunan keangSotaan sebasaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim PenyelenSgaraan Raker bertuSas :

a. Ketua Tim Pelaksana, bertuSas menSkoordinasikah
pelnyelerrgBarua]I, Raker dail melaporkan kepada Menteri
Perencanaan Pembanguflan Nasional/Kepala Bada],]. Percrrcanaan
Pen,lbanguflan Nasional.

b. Penan8sung jawab Mateti, bertugas menyiapkan materi s€suai

dengan bidanSnya masing -masingl

c. PenangSullg jawab Penyusunan [11pres, bertuSas menyiapkan
konsep Inpres, sampai dengan penandatangaflan Inptes;

d. Tim Tata Laksana, bertugas :

1. mengkoordinasikan persiapan dan pelakanaan Rakerl
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2. mengkoordinasikan persiapan bahah dan ftated yang akafl

dibahas dalam Raker;

3. menyelenggarakanRaker;

MasinS-masinS Penanggung Jawab materi dapat membentuk Tim
peftlukunS persiapan ftateri d4n pelaksanaan rapat kerja,

SeSala biaya yanS diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tuSas Tim
PenyelengSaraan Raker dibebankan pada Afi ata[ Perdapatan dan
Belanja Negara KemefiErjan / l-el]i.baga T ahnr. 20 7 o.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkall di Jakada
padatan&gal 1 April 2010

/

ARMIDA S. AUSJAHBANA

Tembusan Kepul!u!4!1ti4idi!4!11p4:it4!Lkp4d4.YiL
1. DirekturJender^l AflgBatan, KementerianKeuargani
2. DirektuJenderal Perbendaha@An,Kemente an Keuangan;

3. Sekreta s Menteri PPN/Sekletaris Utama Bappenas;

4. lnspekturUtama,Bappelasi
5. Kepala Biro Perencan,um, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;

6. Kepala Biro Hukum, Bappenai;

7. PejabatPembuat Komifmen (PPIO, Bappenas;

8. Yang bersangkutan.

Mf,NIERI PERINCANAAN

BADAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 27 /M.YPN/HK/O4/201O
TANGGAL 1 APRIL 2O1O

SUST]NAN KEANGGOTAAN

TIM KERJA PENTTLENGGARAAN

RAPAT KIRJA PRESIDEN DENGAN PARA GUBERNUR SE-INDONESIA

A. Peflgatah

Penanggung jawab materi
PembanSunan Ekonomi
Berkeadilan

AnSgota

Menteri Perrncanaan Pembangunah
Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembaflSunan
Nasional.

wakil Menteri Perencanaan
Nasional/wakil Kepala Badar.
Pembangunan N4sional.

Pembanguflan
Perencanaan

Sesmenko Perekonomian,

l. Deputi Seswapres BidanS Ekononri;
2. Deputi Bidang Makro Ekonomi dan Keuaflgah,

Keme ko Perckonomian;
3. SekretalisJendral Kementerian Perindustrialli
4. SekretarisJendral Kementerian PerdaSangan;

5. Sekretaris Jefldral Kementerian Energi d4n

Sumber Daya Mi[eral;
6. Sekretaris Jendral Kementeriafl Pekerjaan

Umum;
7- Sekretaris Jendral Kementerian Pertaniani
8. Sekletaris Jendral Kementerian Kelautan dan

Perikananl
9. SekretarisJendralKementerian Perhubungan;
10. Sekrelaris Menteri BUMN;
I l. Sekrerarij Mcnterl fusel dan Tekrologl;
12. sekretaris Utama BKPM;

13. Dirjen Bina Peftbaflgunail Daemh,
Kcmenterian Dalam NeSeri;

14. Bidan8 Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Kepala Badan Kebijakan Fiskr1l, Kementelia
Keuangan;

16. staf Khusus Menko Perekonoftian;

B. Tim Pelaksana

Ketua

PenangSung
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Penang8ufl 8 jawab ft ateri
PembanSunan Berkeadilan
Arggota

PenahSSurS jawab materi
Program Pro Ralqyat

AnSSota

Sesmenko Kesra.

l. Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan
Rakyat;

2. Deputi Bidang Makro Ekonomi dal1 Keuaflgan,
Kemenko Perckonomian;

3. Deputi Me11ko Kesra Bidang Kesehatan
Kependudukafl dan Lingkungan Hidup;

4. Deputi Menko Kesra Bidang Pendidikan dan
Agama;

5. S€kreta sJendral Kementerian Sosial;
6. Sekreta s Jendral Kementerian Pendidikan

Nasioflal;
7. SekretarisJendralKementerianKesehatan;
8. S€smen Pemberdayaafl Perempuan dan

Perlindungan Anak;
9. Dirjen HAM, Kemeflterian Hukurh dah HAM;
10. Deputi BidanS Kemisknah, Ketenagakerjaah,

dafl Usaha Kecil Menengah, Kementerian
PPN/Bappenas;

11. Deputi Bidang Koordiflasi PenanSgulanSan

Kemiskinan, Kemenko Kesm;
12. Deputi BidanS SDM dan Kebtdaya r,

Kementerian PPN/Bappenas;

I3. Deputi Bidang Politik, Hul\-um, Pe*ahanan, dan
Keaman4n, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappel1as;

15. Deputi Bidang Otonomi Daerah da
Pengembaflgan Regioflal, Kemeflteriafl
PPN/Bappenas;

16. Staf Ahli Menteri Bidang Pefianiar, dan

Revitalisasi Perdesaan, Kementerialr
PPN/Bappeflas;

17. Staf Ahli Bidan8 Kemiskinan dan

Pemberdayaan M4syarak4t, Kementeria{
PPN/ Bappehas;

18. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan

Informasi Kesra, Kemenko Kesra.

Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;

2. SekretarisJendral Kementerian Kesehatafl;

3. Sekretaris Jenderal Kementedan Pendidikan

Nasionall

4. Sekletaris ...



PenangSunS jawab materi
ProSran Justice for All
Anggota
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4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kopelasi dan

U(M Sekretaris Jenderal;
5, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kementerian Dalam Ne8eri;

6. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementeriafl Pendidikan Nasional;

7. Dirjen Cipta Karya, Kementeriafl Pekerjaafl

Umum;
8. Dirjen Pembinaan dan Pengawasafl

KetenaSakerjaan, Kementedan TenaSa Keda

dafl TransmiSrasii
9. Dirjefl Bantuan dar. Jaminan Sosial,

Kementeriall Sosial;

10. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementedan
Koperasi dan UK,NI;

I l, Deputi Bidang Kemiskinah, Ketenagakedaan,

dan Usaha Kecil MenenSah, Kementerian

PPN/Bappeflas;
12. Deputi Bidang Sosial, Badan Pusat Statistiki

13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan, Kemente an PPN/Bappenas;

14. Staf Ahli Menteri BidanS Pembiayaan dan

Pemberdayaan, Kementerian Kesehatail;

15. Dilektur Jaminan Kesehatan Sosial,

Kementerian Sosial;

16. Direktur Pembinaan Sekolah MenehSah

Pertama, Kementerian Pendidikan Nasional;

17. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan

Sekolah Dasar, Kementedan Pendidikan

Nasional;
18. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan

Kesehata n, Kemehlerian Kesehalan;

19. Asisten Deputi Urusan PenSuatan Ma$yarakat

dan Kawasa11, Kemenko Kesra;

20. Asisten Deputi Urusah Analisa Kebijakan

Makro, Kemenko Per€konomian.

Sesmenko Kesla.

1. Deputi II, Kemenko Kesra; Sekrefa s Jenderal,
Kementerian Sosial;

2. Deputi Menko Kesra Bidang PerlindunSan

Sosial dan Pelumahan;
3. Deputi Menko Kesra BidanS Pemberdayaan

Perempuan dan Kesejahteraall Alak;Dirjen
Yanresos, Kementerian Sosial;

4. Deputi ...



Penafl88un8 jawab materi
Prcgram MDGS

Anggofa

4. Deputi Menko Polhukam Bidafl8 Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
6. Sekreta s Jenderal Kementerian Hukum dan

HAM;
7. Dirjeh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

Kementeriar Sosial;

8. Dirjen Pemasyalakatan, Kemente an Hulorm
dan HAM;

9. DirjenPeraturanPerundang-undangan,
Kementedan Hukum dan HAM;

10. Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
1 1. Di4en Bifla Kesehatan Masyatakat

(Binkesftas), Kementerian Kesehatan;

12. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kemeflterian
Sosiall

I 3. Di4en Pendidikan Dasar dafl Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional:

14. Deputi BidanS Perlindungall Percmpuail
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
PerliildunSan Anak;

I 5. Deputi BidanS Perlindungan Anak,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan darl
Perlindungan Anak;

16. Deputi Bidalg Politik, Hukum, Peftahan4n, dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

1 7. Kabadiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian
sosial.

Deputi SDM dall Kebudayaan, Kementeriar
PPN /Bappenas.

l. wakil Mente Pendidikan Nasioluli
2. Deq;l,i Bidaflg Sarana Prasatana, Kementeriall

PPN/Bappenas;
3. sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindun8an Anak, Kementedafl

Pemberdayaan Pelempuan dan Perlindungan
Anak

4. Sekret4ris Utama Badan Koordinasi KeluarSa
Berencana Nasional (BKKBN) ;

5. Dirjen KelembaSaan Agama Islam (Bagais),

Kementerian Agama;

6. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
(Binkesmas), Kementerian Kesehatan;

7. Dirjen ...
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7. Diden Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P2PL), Kemehterian Kesehatan;

8. Dirjen Pendidikan Non Formal dat1 Informal
(PNFI), Kemente an Pendidikan Nasional;

9. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PMPIK), Kementerian
Pendidikan Nasional;

10. Dirjen Cipta Karya, Kemenferian Pekerjaan

Umuntl
11. Dirjen PenSelolaan Utang, Kemente an

Keuangan;
12. Di{en Planologi, Kerhenterian Kehutanan;
13. Dirjen PerlirdunSan Hutan dan Konseryasi

Alam, Kementerian Kehutanan;
14. Di4en Kelautan, Pesisir dan Pulau'pulau Kecil,

Keft ehterian Kelauatan dan Perikanan;

15. Dirien Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Suftber Daya EnerSi dan Minerali

16. Dirjen Listrik dan Penanfa-atan EnerSi,

Kemente an Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Deputi BidanS Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Deputi Bida[8 Sarana Prasarana, Kementerian
PPN/ Bappenas;

19. Deputi BidanS Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputi Bidang PeninSkatah Konservasi Sumber

Daya Alam dan PenSendalian Kerusakan
Hutan, Keftentedan Lingl'ungan Hidup;

21. Depnti Kepala Badar. Pusat Statistik BidanS

Statisfik Kesejahteraah Rakyat;

22. Dep:dtl Evaluasi Kinerja PembanSunan,

Kemefl terian PPN/Bapp€nas;

23. Deputi Bidang Peflgembangan Regional dan

Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

24, Direktff Permukiman dan Pen mahan,

Keftenterian PPN/Bappenas;

25, Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas;

26. Direktur Agarna dan Pendidikan, Kemenlerian
PPN/Bappenas;

27. Dircktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda datl
Olahraga,Kemente anPPN/Bappenas;

28. Dircktur Penanggulaflan Kemiskinan,
Kementerian PPN/Bappenas;

29. Dircktur
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29. Direktur Lintkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas;
30. Direktur Kehutahan dan Konseiva$i Sumber

Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kepala Biro Peteacanaan) Kementerian

Pendidikan Nasional.

Penanggung jawab materi
Pengendaliafl Pelaksanaan Deputi UKP4.

PenanSgunS jawab Pehyusunan
Inpres : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum.

Penangsun8 jawab l,oSistik : Kepala Rumah Taflg8a Kepresidenafl.
Islana Tampak Siriflg

I
(

ARMIDA S. AIISJAHBANA

MENITRJ PERENCANAAN PI.MBANGUNAN
BADAN


